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KATA PENGANTAR

emenuhi permintaan publik yang cukup besar, buku ini
Mditerbitkan kembali untuk edisi yang ketiga. Buku ini

pada awalnya adalah buku pegangan kuliah wajib bagi
mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Diponegoro, yang mengikuti mata kuliah Birokrasi
Indonesia. Akan tetapi, atas desakan beberapa rekan dosen di jurusan Ilmu
Pemerintahan FISIP UNDIP maupun di beberapa kelompok diskust,
akhirnya buku ini diputuskan untuk dipublikasikan secara umum.

Keputusan penerbitan buku ini disebabkan oleh setidaknya dua hal,
yakni:

Pertama, kami memandang bahwa khasanah literatur tentang
birokrasi di Indonesia, terutama yang mudah dipahami oleh masyarakat
luas, masih sangat jarang. Kebanyakan buku yang membahas birokrasi itu
merupakan terjemahan dari luar negeri dan kadang sangat sulit dipahami
oleh masyarakat umum. Oleh karenanya kami memandang perlu akan
adanya buku tentang birokrasi dengan bahasan yang simpel, dan dapat
diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya yang terkait dengan
tugas-tugas birokrasi seperti: aparatur pemerintah sendiri, kalangan anggota
DPR/DPRD, pengurus partai politik, LSM, pengusaha, mahasiswa, dan
kelompok lainnya.

Kedua, walaupun Gerakan Reformasi telah lebih dari satu dekade
terjadi, perubahan paradigma birokrasi di Indonesia tidak banyak mengalami
perubahan dari apa yang ada pada masa Orde Baru. Dalam kerangka inilah
penulis—melalui buku kecil ini—ingin memberikan sumbang saran




pemikiran dan gagasan yang sckiranya dapat dijadikan tambahan wawasan
bagi kita semua dalam melaksanakan tugas reformasi itu.

Buku ini tentu saja tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya
bantuan dari berbagai pihak yang tak mungkin dapat disebutkan satu-
persatu. Akan tetapi dengan senang hati dan keikhlasan, penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di jurusan Ilmu
Pemerintahan UNDIP dan di Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan
Publik yang banyak memberikan support. Juga Prof. Bruce Guerin dan
Prof. Colin Sharp di Flinders University, South Australia dan Dr. Ian
Chalmers di Curtin University of Technology, Western Australia yang
sedikit banyak telah memberikan inspirasi, kritik dan ide-ide segar. Tidak
lupa pula rasa terima kasih kami tuangkan untuk para mahasiwa saya di
FISIP UNDIP atas berbagai masukan dan tukar pikiran yang telah banyak
mereka berikan. '

Terhadap 1stri penulis tercinta, Afiatus Salamah Setiyono, ananda
Addiya Izza Ahya dan Adelina Najwa Assyifa, ayah juga ingin mengucapkan
beribu terima kasih, karena tawa dan senyum kalianlah yang telah
banyak membantu untuk lebih mempermudah segala sesuatu yang sulit,
memungkinkan sesuatu yang tadinya tidak mungkin.

Semoga buku ini dapat menjadi wacana diskusi dan bermanfaat bagi
kita semua, khususnya para pencari ilmu pengetahuan. Amin.

Semarang, Pebruari 2012
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PENDAHULUAN

“Our society is an organizational society. We are born in organizations, educated in
organizations, and most of us spend much of our working lives working for organizations.
We spend muich of our leisure time paying, playing, and praying in organizations. Most of

us will die in an organization, and when the time comes for burial, the largest organization
of all—the state—must grant official permission” (Etzioni, 1964, dikutip dalam
Krieken, et al., 2000, h. 281).

irokrasi adalah fenomena kehidupan yang, setidaknya sejak abad
19, telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat
manusia. Apabila orang ditanya tentang organisasi apakah yang
paling mereka butuhkan dalam hidup, maka jawaban semua orang adalah
hampir pasti: birokrasi. Sejak sebelum lahir sampai dengan meninggalnya,
seorang manusia yang hidup di dunia modern akan senantiasa berurusan
dengan institusi pemerintah yang kita kenal dengan nama birokrasi itu.
Seorang manusia bersentuhan dengan birokrasi, dimulai tatkala ibu-
bapaknya menikah di KUA. Dokumen surat nikah bapak-ibunya di KUA
ini nantinya dibutuhkannya untuk mengurus akte kelahiran. Kemudian
selama manusia masih dalam kandungan, mereka juga memerlukan
pemeriksaan di Puskesmas yangjuga merupakan unit organisasi birokrasi.
Selanjutnya ketika manusia sekolah, bekerja, bepergian, berdagang, dan
melakukan aktivitas Jainnya senantiasa pula berhubungan dengan institusi
birokrasi! Dinas Pendidikan, Departemen Perhubungan, Dinas Keschatan,
Kepolisian, Badan Pertanahan dan sebagainya. Ketika seseorang meninggal,
dia masih harus pula berhubungan dengan Dinas Pemakaman yang tidak
lain sebuah institusi birokrasi.




Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan di era modern,
birokrasi menempati posisi yang sangat penting dan sekaligus menjadi
institusi yang paling dibutuhkan (the most important and dominant institution)
dalam masyarakat. Hampir dapat dikatakan tidak mungkin proses kehidupan
masyarakat modern berlangsung tanpa adanya intervensi peran birokrasi.
Semua organisasi, apakah itu organisasi agama, bisnis, pendidikan, LSM,
partai politik, jasa industri, paguyuban seniman, dari pedalaman hutan
sampai metropolitan, dari puncak gunung sampai pesisir, semuanya dalam -
ranah garis kekuasaan dan pengaruh institusi birokrasi.

Namun ironisnya, walaupun birokrasi merupakan institusi yang
paling dibutuhkan, ia juga sekaligus merupakan institusi yang paling
dibenci oleh sebagian besar masyarakat. Tidak heran, di berbagai negara
maju, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mau bekerja sebagai
pegawai negeri: di samping karena gaji yang kecil, juga utamanya karena
citra birokrasi yang buruk.

Kita tentu sering mendengar orang berkata sinis tatkala mereka
harus mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan melalur sebuah
institusi birokrasi, karena berbagai tindakan birokrasi seringkali dianggap
mengecewakan mereka. Siapa pun tentu kesal, apabila hanya mengurus
suatu dokumen kecil semisal KTP, SIM, atau paspor—yang menurut
perhitungan kita sebenarnya dapat diselesaikan dalam hitungan jam—harus
memakan waktu sampai berminggu bahkan berbulan-bulan. Padahal
kebanyakan aparatur pemerintah itu sering “bersantai-ria” tatkala berada
di kantor. Kegiatan membaca koran, bermain catur, bercanda sesama
aparat—suatu hal yang tidak akan kita jumpai di instansi swasta merupakan
pemandangan yang biasa terlihat di kantor-kantor pemerintah. Selain itu,
tampang para aparat dalam melayani masyarakat juga seringkali sangat
angkuh, minta dihormati, sok cuek, dan tidak tanggap terhadap keinginan
para pengguna jasa. Bahkan ada semboyan para birokrat yang sangat dikenal
miring: kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?

Bila masyarakat mengurus perijinan lewat birokrasi, seringkali mereka
mendapatkan jawaban klise: “Oh...... masih dalam proses, ooh.....belum
ditandatangani, belum distempel, belum diarsip,” dan sebagainya. Lalu
apabila rakyat bertanya kapan kira-kira selesainya, birokrat menjawab
tamipd beban: *¥a...... tidak tahu saya, Anda sabar saja.....” atau bahkan
mendamprat rakyat dengan berkata “Saya tidak tahu!,...saya sedang
sibuk!”. Akan tetapi anehnya, ketika sang rakyat datang kembali dengan
menyerahkan “amplop kecil” dan berkata: “Bu/pak..., ini sekadar uang
administrasi”, mereka segera bekerja giat dan meloloskan perijinan yang
diurus dengan waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan, di berbagai tempat,
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aparat pemerintah dengan terbuka meminta pungli kepada rakyat, dengan
alasan gaji mereka yang kecil.

Hal serupa sering terjadi juga di jalan raya tatkala orang sedang
berkendaraan tiba-tiba distop oleh anggota polisi dan dikatakan
melanggar rambu lalu lintas. Setelah berbasa-basi menanyakan surat-surat
kelengkapan kendaraan, mereka berkata, “Anda telah melanggar rambu lalu
lintas.” Akan tetapi, sewaktu ditanyakan jenis rambu apa yang dilanggar,
dengan seenaknya mereka menjawab, “Nanti saja tanyakan di kantor
(pos polisil. ... ” Setelah berada di pos mereka, biasanya mereka segera
berkata, “Anda harus saya tilang karena ini...itu, dst..” Namun apabila
disodorkan uang sekadarnya, mereka segera menerima seraya berbasa-basi,
“Sebenarnya saya tidak bisa menerima hal ini, tetapi kali ini, Anda saya
bebaskan. Lain kali hati-hati, yal”
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Kadang ada juga pemandangan di mana aparat pemerintah gabungan
(polisi, petugas tramtib Pemda, dan sospol) mengadakan penggarukan dan
penertiban terhadap PKL di tepi jalan. Mereka mengangkut paksa dagangan
dan tempat berjualan PKL, menangkap para PKL, bahkan kadang disertai
dengan tindakan kekerasan fisik, batk memukul, menendang, atau dalam
keadaan tertentu menembak. Padahal, kepada para PKL itu sering juga
mereka mintai uang retribusi.

Birokrat juga cenderung menempatkan peraturan, fasilitas, dan
kewenangan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi.




Masyarakat sering menemukan kendaraan dinas berplat merah berkeliaran
untuk berbelanja atau berekreast. Di tahun 2010-11, kita dikejutkan oleh
adanya kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai Direktorat Pajak yang
melakukan manipulasi laporan pajak milyaran rupiah. Lalu pada tahun
2012, ada kasus Dhana, mantan pegawai Direktorat Pajak. Kasus-kasus ini
adalah contoh telanjang dari fakta bahwa birokrat bisa mempermainkan
segala macam peraturan dan lembaga negara untuk kepentingannya
sendiri

Secara umum, pemandangan di kantor-kantor birokrasi adalah sama:
pegawai yang memakai pakaian seragam lusuh, kantor yang dapat dikatakan
jorok dan tidak bersih, banyak fasilitas yang tidak terawat, pegawai sering
mengadakan upacara dan pidato-pidato, pegawai jarang sekali tersenyum,
dan sebagainya.

Adalah juga sudah menjadi rahasia umum bahwa kontraktor dan
konsultan yang mendapatkan proyek pekerjaan di kantor pemerintah harus
menyetor minimal 10% (bahkan tidak jarang sampai 40%) dari nilai proyek
kepada oknum-oknum pejabat di instansi pemberi proyek agar pekerjaan
mereka “lancar”. Tidak heran apabila banyak hasil proyek pekerjaan sudah
rusak dalam beberapa minggu setelah diresmikan, padahal menurut bestek
seharusnya bisa bertahan selama beberapa tahun. Bahkan banyak juga
proyek-proyek fasilitas yang sudah rusak sebelum diresmikan!

Demikianlah berbagai episode kejadian hubungan yang terjadi
antara anggota masyarakat dengan aparatur pemerintah (birokrasi). Kasus
seperti itu bisa terjadi berpuluh juta kali setiap tahun, dengan jenis-jenis
yang beragam tapi intinya sama: pelayanan birokrasi di mana-mana
“menyebalkan!”.

Membahas berbagai keboborokan birokrasi juga tidak akan pernah
selesal dari masa ke masa. Setiap saat selalu saja ada keluhan terhadap
perilaku mereka. Mengapa hal seperti itu terjadi? Akankah hal itu terus
terjadi? Mungkinkah birokrasi akan berubah? Uraian dalam buku ini
akan membahas berbagai fenomena itu dengan berbagai aspek yang .
bersinggungan dengannya.|]
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